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ABSTRAK : -  Untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan didaerah, perlu 

mengoptimalkan penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana 
ketahanan pangan dan pertanian dan untuk melaksanakan ketentuan 
Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden 
Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan PERBAPANAS 
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik 
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025. 
 

- Dasar hukum Peraturan Badan ini adalah UU No.18  Tahun 2012 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 
Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; UU No.62 Tahun 2024; PP No.12 
Tahun 2019; PP No.37 Tahun 2023; PERPRES No.66 Tahun 2021; 
PERPRES No.201 Tahun 2024; PERBAPANAS No. 2 Tahun 2022 
sebagaimana telah diubah dengan PERBAPANAS No.7 Tahun 2024; 
PERMENKEU No.204/PMK.07/2022. 
 

- Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang penggunaan DAK Nonfisik 
Sub Jenis Pangan tahun anggaran 2025 sebagai acuan bagi pemerintah 
daerah kabupaten/ kota dalam penggunaan DAK Nonfisik Sub Jenis 
Pangan yang digunakan untuk memperkuat cadangan pangan 
masyarakat yang berbasis potensi sumber daya lokal dan usaha 
ekonomi produktif masyarakat dan meningkatkan kualitas konsumsi 
pangan masyarakat sesuai dengan B2SA. DAK Nonfisik Sub Jebis Pangan 
digunakan untuk kegiatanpenguatan LPM dan pengembangan desa 
B2SA di kabupaten/kota.  

 
- Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Badan ini meliputi : 

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, penyaluran, pelaporan,  
pembinaan, dan  pemantauan dan evaluasi. 

 
CATATAN : -  Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan, 22 Januari 2025  
- Lamp. : 28 hlm. 


